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ABSTRACT

The aimed of this research is to determine how the comparison of financial performance
between the districts/cities in the province of North Sumatra and Riau province by using the
ratio of local financial independence, acceptance of locally-generated revenue effectiveness
ratio, and the ratio of locally-generated revenue growth. Types of research by the author is a
comparative descriptive research, data collection is done by the method of
documentation and literature. Analysis was performed by comparing the level of local
independence, acceptance of locally-generated revenue effectiveness and locally generated
revenue growth between the districts/cities in the province of North Sumatra and Riau in
period 2011-2013. Results from this research indicate that the level of independence of local
financial independence and acceptance of locally-generated revenue effectiveness districts/
cities in Riau province is higher than the province of North Sumatra, but the rate of growth ¢ f
government revenue districts/cities in North Sumatra province is higher than the province of

Riau.

Keywords: local financial independence, acceptance of locally-generated revenue
effectiveness, locally-generated revenue growth




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan
antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dengan
menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas penerimaan PAD, dan
rasio pertumbuhan PAD. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif
komparatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka.
Analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat kemandirian daerah, efektivitas
penerimaan PAD dan pertumbuhan PAD antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa tingkat kemandirian daerah dan efektivitas penerimaan PAD pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, namun
tingkat pertumbuhan PAD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi
dibandingkan Provinsi Riau.
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1.1

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah
meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah
untuk menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien (Ramandei,
2009). Adinata (2012) menyebutkan terdapat konsep desentralisasi dalam
kebijakan otonomi daerah yang merupakan penyerahan wewenang oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah menegaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah
dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proposional,
demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan
kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan

serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan



dan pengawasan keuangan.

Adinata (2012) juga menyebutkan pelimpahan wewenang menuntut
pemerintah daerah agar dapat mandiri, yang berarti dapat menggali potensi
daerah sebagai sumber penerimaan daerah serta dapat mengelola keuangan
untuk melaksanakan pemerintahannya. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan
yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali
kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan
pemerintah.

Salah satu hak otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah
yaitu menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai
dengan kebutuhan dan potensi daerah. Wahyuni (2010) menyebutkan
kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD
yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah,
pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi sangat penting untuk
menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan
keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan
bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang

menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis,



efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan kinerja keuangan
antara pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara
dan Provinsi Riau. Alasan penulis meneliti kabupaten/kota yang ada di
Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, karena berdasarkan data
pendapatan daerah pada Tabel 1.1 Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi
Riau termasuk provinsi memiliki pendapatan daerah yang cukup tinggi
diantara seluruh provinsi yang berada di Pulau Sumatra periode 2011-2013.

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera

(dalam jutaan rupiah)

Tahun
Provinsi Rata-rata
2011 2012 2013

Aceh 7.610.320 |9.180.143 | 10.671.827 | 9.154.097
Sumut 4.958.482 |7.200.498 | 7.405.958 | 6.521.646
Riau 5.440.440 |6.847.316| 6.994.646 | 6.427.468
Sumsel 3.963.985 |5.223.940| 5.468.140 | 4.885.355
Lampung | 2.527.991 |3.721.020| 3.901.951 | 3.383.654
Sumbar 2.183.959 |2.922.582| 3.147.840 | 2.751.460
Jambi 2.078.807 |2.662.697 | 2.878.935 | 2.540.146
Bengkulu | 1.166.982 |1.562.525| 1.696.370 | 1.475.293

Sumber:DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada Tabel 1.1, rata-rata penerimaan
pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau hampir

sebanding sehingga penulis mengambil judul “ Analisis Perbandingan



1.2

1.3

Kinerja Keuangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi

Sumatera Utara dan Provinsi Riau Periode 2011-2013” untuk mengetahui

bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah kedua provinsi yang

memiliki pendapatan yang hampir sebanding.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

: J

Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode
2011-2013 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah?
Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode
2011-2013 dengan menggunakan rasio efektivitas penerimaan PAD?
Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode

2011-2013 dengan menggunakan rasio pertumbuhan PAD?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi
Riau periode 2011-2013 dengan menggunakan rasio kemandirian

keuangan daerah.



1.4

1.5

Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi
Riau periode 2011-2013 dengan menggunakan rasio efektivitas
penerimaan PAD.

Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi

Riau periode 2011-2013 dengan menggunakan rasio pertumbuhan PAD.

Manfaat Penelitian

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
terkait kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara dan Provinsi Riau..

Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai informasi dalam rangka upaya peningkatan kinerja pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan

sebagai informasi dan bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab yang terdiri

dari:

a. Bab I, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan



b. Bab II, berisi tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal,
Keuangan Daerah, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Struktur Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Review
Penelitian Terdahulu serta Kerangka Berpikir.

c. Bab I, berisi tentang Desain Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian,
Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data,
dan Metode Analisis Data.

d. Bab IV, berisi tentang Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan.

e. Bab V, bagian penutup yang berisi Kesimpulan Penelitian, Keterbatasan

Penelitian, dan Saran.



2.1

BAB 11

TINJAUAN LITERATUR DAN PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan Literatur

2.1.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah berasal dari dua kata yaitu otonomi dan daerah. Secara
etimologi, otonomi berasal dari bahasa Latin aufos yang bermakna sendiri
dan nomos yang bermakna aturan. Jadi secara singkat otonomi bisa diartikan
sebagai aturan yang diterapkan sendiri atau tidak mengikuti aturan lainnya.
Dalam dunia pemerintahan, otonomi bisa dimaknai dengan mengatur atau
memerintah sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Sehingga otonomi
daerah diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut
Ahmad Yani (2008) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah
mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah
dan potensi yang dapat dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber
pendapatan baru bagi daerah yang bersangkutan, karena pendapatan asli
daerah (PAD) ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin
daerah.

Konsekuensi dari ~ pelaksanaan otonomi daerah adalah munculnya




desentralisasi fiskal. Desentralisasi menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah

otonom tersebut mampu mengurus dan mengatur rumah tangga yang telah

diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam-macam kemampuan

seperti keuangan, aparatur, ekonomi, dan lain sebagainya. Di Indonesia

pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan

pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2002) :

1.

2.1.2

Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal
imbalance).

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional.

Tata kelola, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan
pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran .

Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah (Basuki, 2008). Dalam pengertian keuangan daerah




yang dikutip oleh Basuki (2008), keuangan daerah melingkupi :

1.

Hak daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan
retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintahan daerah dan
membayar tagihan kepada pihak ketiga.

Penerimaan daerah.

Pengeluaran daerah.

Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
daerah.

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau
kepentingan umum.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen

keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan

daerah meliputi :

L&

Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan
hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya.
Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan
secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Value for money, prinsip ini diopersionalkan dalam pengelolaan
keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan

efisien.



2.13

Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), dalam
pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang
memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi
munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.

Transparansi, merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat
kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan
diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun
masyarakat.

Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan
monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih

(varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai

suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi

diantara berbagai tingkat pemerintah, serta bagimana cara mencari

sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan

sektor publiknya (Devas, 1989). Di dalam kerangka otonomi, kemampuan

suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tidak

terlepas dari pandangan bahwa daerah harus sanggup/mampu untuk

membiayai daerahnya sendiri. Kemampuan untuk membiayai/mendanai

daerah sendiri merupakan tantangan yang harus dihadapi suatu daerah dalam
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penyelenggaraan otonomi. Dalam hal ini mendanai daerah sendiri untuk
anggaran pembelanjaan daerah, menunjukkan bahwa daerah harus
mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri.

Hubungan keuangan pusat dan daerah juga berusaha mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik menuju clean government
dan good governance (Yani, 2008). Perimbangan keuangan antar
pemerintahan merupakan suatu mekanisme bantuan dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah, ataupun dari pemerintah daerah provinsi ke pemerintah
kabupaten/ kota. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah ini biasanya
disebabkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan vertikal maupun
horizontal (Yani, 2008). Ketimpangan vertikal muncul karena adanya
keterbatasan sumber dan kewenangan pemerintah daerah, baik dalam bentuk
pajak maupun bukan pajak. Sementara itu, ketimpangan horizontal adalah
ketimpangan antar sesama daerah yang muncul akibat adanya perbedaan luas
wilayah, luas distribusi kewenangan atas objek pajak maupun objek bukan
pajak. Ketimpangan horizontal ini juga bisa diakibatkan oleh adanya
perbedaan biaya dan tekanan permintaan atas pelaksanaan fungsi-fungsi yang
menjadi tanggung jawab mereka.

Hubungan keuangan pusat dan daerah diperlukan untuk mengatasi
ketimpangan vertikal dan horizontal yang merupakan dampak dari
pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal. Salah satu wujud dari
hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilihat dari adanya transfer dana

dari pusat ke daerah atau yang sering disebut dengan dana perimbangan.




2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan daerah dan
pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun
anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah
dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam
tahun anggaran tertentuu APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan
pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, APBD memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi otorisasi, yang mana anggaran daerah merupakan dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan, yang mana anggaran daerah merupakan pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan, yang mana anggaran daerah menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi, yang mana anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
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2.1.5

efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi, yang mana anggaran daerah harus mengandung arti/
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi, yang mana anggaran daerah harus mengandung arti/
harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian.

Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1.

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah
ekuitas dana. Kelompok pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah
yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam
memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai
pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya
sendiri. Pendapatan asli daerah terdiri dari:

1) Pajak daerah
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2) Retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang

4)

mencakup:

a)

b)

c)

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah (BUMD);

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah (BUMN); dan

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

swasta.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang meliputi:

a)
b)

g

h)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan.

Jasa giro;

Pendapatan bunga;

Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing;

Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah;

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan;

14



2.

i) Pendapatan denda pajak dan retribusi;

j) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;

k) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
1) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

b. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana perimbangan meliputi:

1) Dana alokasi umum (DAU);

2) Dana alokasi khusus (DAK); dan

3) Dana bagi hasil (DBH), yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi
hasil bukan pajak.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah lain-lain pendapatan
daerah yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari
pemerintah pusat. Pendapatan lain-lain yang sah meliputi :

1) Pendapatan Hibah;
2) Pendapatan Dana Darurat;
3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah
lainnya;
5) Dana Penyesuaian; dan
6) Dana Otonomi Khusus.
Belanja daerah adalah semua pengeluaran uang dari rekening kas umum

daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban
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daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 Pasal 31 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah

sebagai berikut :

a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Pendidikan

Kesehatan;

Pekerjaan umum;
Perumahan rakyat;
Penataan ruang;
Perencanaan pembangunan;
Perhubungan;

Lingkungan hidup;

Kependudukan dan catatan sipil;

10) Pemberdayaan perempuan;

11) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

12) Sosial;

13) Tenaga kerja;

14) Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM);

15) Penanaman modal;

16) Kebudayaan;

17) Pemuda dan olahraga;

18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;




19) Pemerintahan umum;
20) Kepegawaian;
21) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
22) Statistik;
23) Arsip; dan
24) Komunikasi dan informatika.
Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan
1) Pertanian;
2) Kehutanan;
3) Energi dan sumber daya mineral;
4) Pariwisata;
5) Kelautan dan perikanan;
6) Perdagangan;
7) Perindustrian; dan
8) Transmigrasi.
Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi,
Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja
1) Belanja Tidak Langsung, meliputi :
a) Belanja Pegawai;
b) Bunga
¢) Subsidi;
d) Hibah;

e) Bantuan sosial;



f) Belanja bagi hasil,;
g) Bantuan keuangan; dan
h) Belanja tak terduga.
2) Belanja Langsung, meliputi :
a) Belanja pegawai;
b) Belanja barang dan jasa;
c) Belanja modal
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran. Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 Pasal 59 terdiri dari :
a. Penerimaan pembiayaan, yang meliputi :
1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
2) Pencairan dana cadangan;
3) Penerimaan pinjaman daerah;
4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
6) Penerimaan piutang daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan, yang meliputi :

1) Pembentukan dan cadangan;
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2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan

4) Pemberian pinjaman daerah.

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sedarmayanti (2003) kinerja (performance) diartikan sebagai
hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara
keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan
dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Salah satu alat untuk
menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya
adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah
ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004),

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan
hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode
sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Menurut
Halim (2007) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur
akuntabilitas pemerintah daerah yaitu :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak
dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2. Rasio efektivitas penerimaan PAD
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Rasio efektivitas penerimaan PAD menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas penerimaan PAD
menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efisiensi keuangan daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan
realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi
keuangan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Rasio keserasian belanja

Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan
belanja pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana
yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase
belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk
menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin
kecil.

Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke

periode berikutnya.
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2.2

Penelitian Terdahulu

Pada tabel berikut ini menunjukkan ringkasan dari penelitian terdahulu

yang mempunyai hubungan dalam menilai kinerja keuangan daerah. Untuk

lebih memperjelas penelitian terdahulu, berikut ditampilkan matrik penelitian

terdahulu:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No | Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian
1. | Umminah | Analisis Kinerja Kemampuan daerah kabupaten/
(2013) Perbandingan Kinerja | keuangan kota di Aceh dan Riau dalam

Keuangan Antara pemerintah memenuhi kebutuhan
Pemerintahan pembiayaan untuk melakukan
Kabupaten dan Kota tugas-tugas pemerintahan dan
pada Provinsi Aceh pelayanan masyarakat masih
dan Provinsi Riau sangat rendah. Masing-masing
Tahun 2010-2012 daerah masih sangat
dengan Menggunakan mengandalkan bantuan dari
Rasio Kemandirian pemerintah pusat dalam hal
Keuangan Daerah. keuangan.
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